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Abstrak

Masyarakat nelayan di pesisir pantai, sebagai bagian dari bangsa Indonesia seperti juga
masyarakat lain pada umumnya mempunyai hak yang sama untuk memiliki penghidupan
yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI 1945. Dari berbagai data dan penelitian
menunjukkan bahwa masyarakat nelayan mayoritas berada atau dikategorikan dalam kondisi
kemiskinan, demikian pula nelayan di pesisir Jawa Timur. Berbagai upaya telah dan coba
dilakukan dalam rangka program pengembangan ekonomi kelautan dan pemberdayaan
masyarakat. Tulisan ini menawarkan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (nelayan)
sebagai salah satu bentuk solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata kunci: penguatan lembaga, pengembangan wilayah pesisir, pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan. Saat ini bangsa dan Negara Republik Indonesia sedang merealisasikan
amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera melalui pembangunan nasional. Salah satu indicator keberhasilan dalam pencapaian
kesejahteraan social adalah kian menurunnya angka kemiskinan. Secara nasional, target yang
ingin dicapai melalui program pembangunan nasional adalah berkurangnya persentase
penduduk tergolong miskin dari 16,6% atau 36,4 juta jiwa pada 2004 menjadi 8,2 % pada
2009. (RPJMN 2004-2009:1V.16-1). Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur, berdasarkan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pembangunan
(RKPD) Daerah Jawa Timur tahun 2007, prioritas program pembangunan adalah penurunan
angka kemiskinan hingga mencapai 17 % dari 22.51% (2005) dan 19,89% (2006). Sementara
itu keluarga fakir miskin tahun 2009 di Jawa Timur masih mencapai 1.634.685 rumah tangga
dan sejumlah 383.097 atau sebesar 23,43% di antaranya bertempat tinggal di rumah yang
kurang layak huni (Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2010: 157).

Jika diamati distribusi masyarakat tergolong miskin terutama di pedesaan itu justru
berada pada kawasan sumber kekayaan alam seperti: nelayan di pesisir pantai lautan;
masyarakat desa hutan; masyarakat di sekitar kawasan bahan tambang; dan para buruh tani
pada tanah pertanian dan perkebunan. Sedangkan masyarakat tergolong miskin di perkotaan
berada di kawasan dunia usaha (perdagangan dan jasa) untuk mereka yang bermukim di
tengah kota, sedangkan di pinggiran kota umumnya masyarakat tergolong miskin berada pada
sekitar kawasan industri, baik sebagai buruh pabrik maupun masyarakat setempat. Terutama

untuk kawasan pesisir, pada tahun 2009 jumlah nelayan di Jawa Timur mencapai 461.326



jiwa dan sejumlah 345.726 Jiwa atau 74,94% merupakan nelayan perikanan laut dan
umumnya mereka dalam kehidupan yang miskin.

Terkait dengan kehidupan masyarakat miskin di pesisir pantai, maka terdapat
program-program pengembangan ekonomi kelautan dan kawasan pesisir yang bertujuan
memperkuat kesempatan mereka dalam pemenuhan hak-hak dasar dengan pengembangan
sumber daya perikanan, meliputi: (a) pengembangan perilaku masyarakat miskin di kawasan
pesisir yang produktif bagi usaha peningkatan kesejahteraan hidupnya, (b) pelaksanaan
regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan dan pengakuan atas tradisi lokal
masyarakat pesisir, (¢) optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir, (d)
pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir untuk mendatangkan ekonomi rumah tangga,
(e) peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan, dan (f) peningkatan patroli keamanan wilayah laut dan pesisir. Sedangkan
upaya peningkatan pendapatan nelayan adalah: (a) teknologi sarana untuk meningkatkan
produktivitas hasil tangkapan, (b) kemampuan mengorganisasi diri, (c) sistem kelembagaan,
dan (d) kearifan lokal. (RPJMP 2004-2009: IV.19-12). Upaya pemerintah dalam
meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir antara lain berupa: penyuluhan,
pendidikan dan pelatihan (diklat), serta bantuan dana. Sedangkan wujud peningkatan
pengelolaan kawasan konservasi laut yang dilakukan daerah antara lain meliputi:
kelembagaan, sumber daya manusia, biaya, kebijakan/aturan, sarana prasarana

Secara konseptual (teoritik) nelayan (tradisional) adalah salah satu kelompok
masyarakat pesisir yang memiliki kerentanan ekonomi, dan secara social relative paling
tertinggal (Dahuri dalam Kusnadi, 2003). Mereka adalah sosok yang identik dengan
kemiskinan dan penderitaan. Pada struktur masyarakat pesisir, nelayan (tradisional) sebagai
lapisan masyarakat paling miskin, rentan (bahkan menjadi korban) dari proses marginalisasi.
Penyebab kemiskinan mereka adalah (1) alamiah, artinya timbul sebagai akibat sumber daya
yang ada tidak terfasilitasi oleh teknologi (perkembangan teknologi sangat rendah); (2)
buatan, terjadi karena struktur sosial yang ada menjadikan anggota atau kelompok
masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Masyarakat miskin
yang kebanyakan (mayoritas) justru terkuasai oleh segolongan kecil yang kaya di berbagai
kehidupan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat pesisir. Terdapat polarisasi sosial-ekonomi
dan konflik antara nelayan modern dan nelayan tradisional (termasuk buruh nelayan).
Nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap
tradisional, modal usaha kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam

kehidupan sehari-hari, mereka lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri



(subsistence). Hasil alokasi tangkapan yang dijual, lebih banyak digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan, dan bukan diinvestasikan kembali untuk
pengembangan skala usaha. Mereka perlu pemberdayaan salah satunya melalui penguatan
lembaga di mana mereka menjadi anggotanya.

Jika dirunut ke belakang berdasarkan UU No 25 tahun 2000 tentang Pembangunan
Nasional peningkatan kehidupan nelayan atau warga pesisir tercermin dalam program
pengembangan kelautan antara lain adalah: (1) mengembangkan serta memberdayakan
masyarakat kepulauan dan wilayah pesisir; (2) meningkatkan pengamanan dan pengawasan
dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan, termasuk sumber daya perikanan; (3)
meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, lautan dan pulau-pulau
kecil; dan (4) meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya perikanan, pesisir dan
lautan melalui keterpaduan pengelolaan antarberbagai pemanfaatan secara adil, berimbang,
dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan
masyarakat.

Harapan yang ingin dicapai melalui program-program pengembangan kelautan (baca:
masyarakat pesisir) antara lain adalah: (1) terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat
dan nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil; (2) terciptanya peningkatan nilai riil
sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan; (3) terciptanya
peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan; (4) terselenggaranya
desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang efisien dan
berkelanjutan; (5) terintegrasikannya pembangunan daratan, pesisir dan lautan dalam satu
kesatuan pengembangan wilayah serta terselenggarakannya pemanfaatan ruang dan sumber
daya yang serasi; dan (6) terwujudnya peningkatan pengawasan dalam pemanfaatan sumber
daya perikanan, pesisir dan lautan. Untuk keperluan itu maka kegiatan pokok yang dilakukan
antara lain adalah (1) penyusunan rencana pengembangan wilayah pesisir dan lautan secara
terpadu; (2) pengembangan penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal dalam
pemanfaatan sumber daya perikanan dan sumber daya lainnya di wilayah pesisir, lautan dan
pulau-pulau kecil; (3) peningkatan penyuluhan dan pendidikan sebagai upaya untuk
meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, pantai
dan pulau-pulau kecil; (4) penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pesisir
yang selaras dengan desentralisasi dalam rangka pengembangan profesionalisme dan

pendayagunaan aparatur; dan (5) pengembangan usaha kemitraan dalam pengelolaan wilayah



pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya perikanan

(www.bappenas.or.id.com).

Pembahasan. Terkait erat dengan persoalan penguatan kelembagaan bagi masyarakat
pesisir dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka sebagaimana dipaparkan terdahulu,
rupanya ada tiga hal yang penting untuk dicermati lebih jauh yakni: (i) bagaimana penguatan
kelembagaan tersebut dapat diupayakan melalui pengembangan wilayah; (ii) bagaimana
penguatan kelembagaan dapat dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir
untuk menuju terwujudnya kesejahteraan mereka; dan (iii) bagaimana dampak penguatan
kelembagaan masyarakat pesisir bagi kesejahteraan mereka Berikut adalah pembahasan
mengenai tiga hal tersebut.

Penguatan Lembaga dan Pengembangan Wilayah Pesisir. Salah satu bentuk solusi
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir adalah melalui penguatan lembaga
masyarakat (pesisir) dengan pendekatan pengembangan kawasan. Konsep yang konvensional
tentang pengembangan kawasan bertumpu pada sejumlah asumsi: (i) bahwa tingkat hidup
masyarakat akan meningkat dengan adanya pertumbuhan ekonomi; (ii) bahwa pertumbuhan
ekonomi akan tercapai melalui akselerasi industrialisasi; (iii) bahwa akselerasi industri ini
akan terjadi di urban-metropolitan economy yang menjadi focal point hubungan ekonomi;
(iv) bahwa wurban-metropolitan economy ini merupakan buah pembangunan yang akan
menebar pada bagian lain di suatu daerah atau negara; (v) bahwa proses globalisasi dan
liberasisasi akan menghubungkan wurban-metropolitan economy tersebut pada pusat-pusat
pertumbuhan pada tingkat global dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi; dan (vi)
karenanya perlu rencana pengembangan kawasan yang tersentralisir untuk mendorong
pertumbuhan, industrialisasi dan urbanisasi. Kebijakan pengembangan kawasan dalam hal ini
harus dapat menjawab beberapa persoalan mendasar yang berkaitan dengan peningkatan
kontribusi, partisipasi dan produktivitas penduduk dari pelapisan sosial bawah (baca: petani
nelayan miskin).

Persoalan mendasar terkait dengan pengembangan kawasan itu adalah sbb: (1)
bagaimana dapat mendorong keikutsertaan keluarga-keluarga petani-nelayan miskin dan para
penghasil komodite unggulan di dalam proses pembangunan; (2) bagaimana dapat
menciptakan keterkaitan antar sektor di tingkat lokal (pesisir) sehingga efek sinerginya dapat
melestarikan dan menumbuhkan momentum dinamika ekonomi lokal; (3) bagaimana dapat
mengidentifikasikan unit-spatial supralokal yang lebih menjamin dinamika ekonomi lokal;
dan (4) bagaimana dapat mengorganisir fungsi-fungsi perencanaan dan pembangunan baru

dalam satuan teritorial atau wilayah (region). Representasi dan fungsionalisasi spatial-lokal
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yang dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975) mencakup: (1) adanya alokasi
sumber yang cukup pada unit regional (teritorial) dalam skala ekonomi yang memungkinkan
efek multiplier dala magro industri, konstruksi, perdagangan dan sebagainya; (2)
mewujudkan keterkaitan antar-sektor atau antar-komodite yang optimal pada unit regional
(teritorial) yang mendorong optimalisasi efek sinergi dari interaksi sektoral atau antar
komodite tersebut; (3) strategi investasi secara simultan ditujukan secara langsung pada
univestable poor untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (para petani-nelayan) sekaligus
menjadikan sebagai pembentukan peluang kerja; (4) di dalam unit teritorial perlu diupayakan
adanya kebijaksanaan dualisme industri, di mana eksistensi industri berskala kecil untuk
pasaran domestik mendapatkan perlindungan dari pesaingnya industri padat modal yang
bersekala besar; (5) pembangunan kawasan harus diartikan sebagai upaya meningkatkan
produktivitas dan daya saing masyarakat (terutama petani-nelayan) melalui pemanfaatan
secara optimal sumberdaya , sumber dana dan sumber alam setempat sekaligus penguatan
lembaga/institusi lokal, sehingga akan dapat mengurangi disparitas sosial; (6) dalam unit
teritorial (regional), perlu pemanfaatan tenaga kerja secara optimal melalui pembangunan
industri yang resource-based yang menjadikan komodite unggulan masing-masing dan
melalui pemanfaatan tenaga kerja ini diharapakan proses dislokasi sosial akan dapat dicegah
demikian pula urbanisasi dapat ditekan; (7) untuk menstabilkan tingkat upah di pesisr atau
tingkat lokal dan di perkotaan sekaligus untuk menurunkan disvaritas upah, perlu
diversifikasi peluang untuk kerja produktif; (8) unit teritorial haruslah merupakan perluasan
dari jaringan interaksi sosial supra-lokal/peisir, sehingga dapat menciptakan ruang sosio-
ekonomi dan ruang politik yang lebih luas dan menyenangkan; dan (9) hubungan eksploitatif
dengan unit-unit teritorial yang lebih tinggi haruslah dapat dicegah. Paradigma
pengembangan kawasan ini menyangkut community empowernment yang pada akhirnya akan
meningkatkan kemampuan masyarakat (baca: para petani nelayan) untuk mengendalikan /ife-
space, pasar dan meningkatkan kemampuan territorial self-determination-nya (Tjokrowinoto,
2004: 130).

Penguatan Lembaga dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Solusi lain dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah dengan pemberdayaan. Pemberdayaan
atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari power (kekuasaan atau keberdayaan).
Menurut Webster dan Oxford English Dictionary dalam Kusdiana (2006) kata to power
berarti: a) fo give power or authority berarti memberi kekuasaan atau kewenangan atau
mendelegasikan otorita kepada pihak lain; b). to give ability or enable to berarti

memampukan atau memberi kesanggupan atau kemungkinan. Terdapat tiga matra



pemberdayaan (empowernment setting) yaitu: (1). Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan
dengan bimbingan individual (unit organisasi/lembaga petani-nelayan); (2). Aras Mezzo.
Pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok klien (lembaga  petani-nelayan
serumpun/sejenis); dan (3). Aras Makro. Pendekatan ini juga disebut sebagai Strategi Sistem
Besar (large-system strategy), pemberdayaan dilakukan kepada semua lembaga petani-
nelayan se regional Provinsi Jawa Timur (diadopsi dari Nawawi, 2006:98-99). Kepada
mereka diterapi penciptaan lingkungan yang kondusif, penggalian dan pengembangan potensi
lembaga, perlindungan terhadap yang lemah atas pempedayaan yang kuat atau kepada
mereka diberikan terapi 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan
Pemeliharaan. (Kartasasmita, 1995:19-20).

Dalam kaitan dengan itu, Sumodiningrat, G (1999) mengidentifikasi 3 kendala dalam
pemberdayaan yaitu: (a) adanya ketergantungan sumberdaya pada pemerintah; (b) rendahnya
tingkat partisipasi masyarakat; (c) kurangnya pembinaan pasca proyek. Selanjutnya
dinyatakan bahwa ada 5 (lima) kegiatan penting dalam optimalisasi pemberdayaan
masyarakat desa (baca: pesisir) yaitu: (a) Motivasi, masyarakat dapat memahami nilai
kebersamaan, interaksi social dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga
Negara dan anggota masyarakat; (b) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Hal
ini dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan; (c) Manajemen diri. Masyarakat
harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri; (d)
Mobilisasi sumber. Merupakan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual
melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal social;
dan (e) Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok
swadaya masyarakat pesisir perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya
membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai system social di sekitarnya.

Terkait dengan kegiatan bagi penduduk di wilayah pesisir, sumber daya manusia
utamnya para nelayan memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan
potensi sumber daya pesisir dan laut terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam yang
dapat diperbarui dan jasa-jasa lingkungan. Namun mengingat kualitas hidup mereka
umumnya miskin dan terbelakang, sehingga menjadi faktor tidak terwujudnya harapan
tersebut. Berdasarkan kondisi objektif tersebut maka proses pemberdayaan petani-nelayan
melalui penumbuhan kelompok tepatnya penguatan kelembagaan tepat untuk dilaksanakan.
Hal ini sebagai antisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi para petani-nelayan di masa
datang yakni era pengembangan usaha agribisnis. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis

dicirikan oleh adanya (i) persaingan di tingkat pasar, (ii) efisiensi di dalam pengelolaan



penanganan usaha tani, dan (iii) kontinyuitas produk yang berkualitas sesuai permintaan
pasar. Kelompok tani diharapkan mampu bersaing, mampu menghadapi resiko usaha dan
mampu memanfaatkan azas skala ekonomi menjadi keunggulan kompetitif dan mempunyai
kemampuan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain di bidang usaha. Untuk itu perlu
dilaksanakan program-program pembinaan secara sustainable dalam upaya memberikan
kesempatan dan kemudahan bagi petani nelayan dalam mengembangkan diri untuk memiliki
kemampuan teknis, manajemen ekonomi dan sosial, sehingga diharapkan mampu
merencanakan kegiatan usaha di dalam meningkatkan pendapatannya.

Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan
keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokratis dan belajar dari pengalaman
sejarah, sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat
khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong
untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan perikehidupan mereka. Program
penanggulangan kemiskinan di bidang pertanian disinergiskan dengan keinginan pemerintah
untuk menata kembali pembangunan pertanian secara menyeluruh mealui program
revitalisasi pertanian. Hal ini tepat dilakukan mengingat 49,9 juta jiwa penduduk miskin di
Indonesia (2002) sekitar 54% di antaranya adalah petani.

Dampak Penguatan Kelembagaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.
Program Pengembangan lembaga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir
diharapkan menghasilkan peningkatan sumber daya manusia, prasarana dan produksi utama
mereka yaitu ikan baik volume maupun nilainya secara merata di daerah pesisir di Jawa
Timur. Dengan program tersebut berarti Pemerintah provinsi Jawa Timur telah membantu
meningkatkan taraf hidup sekitar 234.467 jiwa petani perikanan laut, 40.471 jiwa petani ikan
perairan umum, 44.151 jiwa petani tambak dan 85.768 jiwa petani kolam baik secara
kelompok maupun perorangan. Dengan penguatan kelembagaan yang handal terbukti
kepemilikan peralatan utama mereka terus meningkat sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.

Tabel 1
Perubahan Pemilikan Fasilitas Berdasarkan
Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Laut
Se Jawa Timur Tahun 2008-2009

No Jenis Pemilikan Jumlah Rumah Tangga/
Fasilitas Perusahaan Perikanan Laut
2008 2009 Perubahan
1 | Tanpa Perahu 3.164 2.539 1 19,75% (-)
Perahu non motor 6.920 6.118 | 11,59% (-)
3 | Perahu motor tempel 36.521 36.701 | 0,49% (+)




| 4 | Kapal Motor | 9.655| 15.910 | 64,78% (+) |
Sumber: Diolah dari Jawa Timur dalam Angka 2010 hal 263-264

Tabel 1 menginformasikan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada pemilikan
fasilitas rumah tangga perikanan laut dimana penurunan jumlah rumah tangga tanpa perahu
sebesar 19,75% dan berfasilitas perahu non motor sebesar 11,59% dari tahun 2008 ke tahun
2009, diikuti oleh kenaikan jumlah rumah tangga yang berfasilitas perahu motor tempel
sebesar 0,49% dan berfasilitas kapal motor sebesar 64,78%. Kenaikan tersebut dapat
menggambarkan tingkat kesejahteraan mereka.

Namun di balik itu terdapat kondisi yang kurang menguntungkan karena peralatan
untuk penangkapan ikan yang dimiliki para petani-nelayan justru mengalami penurunan yang
cukup berarti yakni pada jenis Pukat Pantai misalnya turun hingga 52,03%, kemudian Jaring
Kelitik turun hingga 16,34%. Namun penurunan itu telah diimbangi oleh kenaikan pemilikan
jenis Jaring Pasang Hanyut yang mengalami kenaikan sebesar 36,32% dan jemis Pancing
Tunda sebesar 12,58% (lihat Tabel 2).

Tabel 2
Perubahan Jumlah Alat Penangkap Ikan Laut
Se Jawa Timur Tahun 2008-2009

No Jenis Alat Penangkap Ikan Laut
2008 2009 Perubahan

(Y0)
1 | Payang 11.682 11.856 1,48
2 | Dogol 2.760 3.163 14,60
3 | Pukat Pantai 369 176 52,03 (-)
4 | Pukat Cincin 3.510 3.366 4,10 ()
5 | Jaring Pasang Hanyut 3.524 4.804 36,32
6 | Jaring Klitik 9.897 8.280 16,34 (-)
7 | Jaring Insang Tetap 7.344 7.965 8,45
8 | Bagan Perahu 269 269 0
9 | Bagan Tancap Kelong 864 871 0,81
10 | Serok 544 412 24,26 (-)
11 | Trammel 11.319 11.744 3,75
12 | Jaring Lingkar 785 827 5,35
13 | Rawai Hanyut non Tuna 3.862 4.169 7,94
14 | Pancing yang lain 25.520 27.725 8,64
15 | Pancing Tunda 5.952 6.701 12,58
16 | Bubu 15.397 15.275 0,79

Sumber: Diolah dari Jawa Timur Dalam Angka 2010 hal 271-279
Berdasarkan Tabel 3 nilai produksi ikan di Provinsi Jawa Timur cukup prospektif.
Pada tahun 2008 nilai tersebut mencapai Rp 5,34 triliyun meningkat menjadi Rp 7,41 triliyun
atau naik sebesar 38,71% pada tahun 2009. Jika dicermati lebih rinci, pada jenis perikanan

laut terdapat kenaikan nilai produksi sebesar 42,35% dan bahkan pada jenis perikanan



‘budidaya laut’ terdapat kenaikan yang fantastik yakni sebesar 272,89% serta pada jenis
Sawah Tambak naik 83,70%.

Tabel 3
Perubahan Nilai Produksi Ikan
Se Jawa Timur Tahun 2008-2009

No Jenis Perikanan Jumlah Nilai Produksi Ikan (Rp.000,00)
2008 2009 Perubahan
1 Perikanan Laut 2.741.794.420 3.903.136.205 42,35
2 Perairan Umum 85.962.470 98.094.674 14,11
3 Tambak 1.335.960.538 1.524.576.440 14,11
4 | Sawah Tambak 458.848.196 842.888.162 83,70
5 | Kolam 553.468.999 490.968.126 11,29 (-)
6 | Mina Padi 1.577.093 1.337.538 15,18 ()
7 | Keramba 9.373.149 1.503.461 83,95 ()
8 | Budidaya Laut 141.303.070 526.912.102 272,89
9 | Japung 17.514.728 25.350.854 44,74
Total 5.345.802.663 7.415.527.962 38,71

Sumber: Diolah dari Jawa Timur Dalam Angka 2010 hal 289-292
Kondisi yang agak mengejutkan justru terjadi pada penurunan nilai produksi ikan
pada jenis perikanan Keramba yang mengalami penurunan hingga 83,95% dan jenis
perikanan Mina Padi menurun sebesar 15,29%. Fakta tersebut mengisyaratkan agar
penguatan kelembagaan petani ikan tidak hanya terkonsentrasi ke pesisir melainkan juga ke

perairan umum/darat.

Gambar 1 PDRB Provinsi Jawa Timur
Sektor Pertanian 2009
70
58.85
60
50
40
30
20 18.15 20.14
12.97
10
2.04
0 T T
Tanm Pangan Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan




10

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2010, hal 535

Berdasarkan Gambar 1 ternyata sumbangan sub-sektor Perikanan pada PDRB
Provinsi Jawa Timur sektor Pertanian masih cukup kecil yakni hanya 12,97%. Sedangkan
sumbangan sektor Pertanian untuk PDRB Provinsi Jawa Timur 2009 sejumlah Rp 112.163,51
milyar atau sebesar 16,23% dari total keseluruhan Rp 684.230,93 milyar.

Penutup. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa: (i) penguatan
lembaga masyarakat (pesisir) dengan pendekatan pengembangan kawasan dapat menjamin
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; (ii) program pengembangan lembaga sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat pesisir berhasil meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, prasarana dan produksi utama mereka yaitu ikan baik volume maupun nilainya
secara merata di daerah pesisir di Jawa Timur; dan (iii) penguatan kelembagaan masyarakat
pesisir secara intens dan seksama dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumbangan
sub-sektor perikanan pada PDRB sektor Pertanian khususnya dan semua sektor pada

umumnya di Jawa Timur.
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